PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163, Pasal 164,
dan Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,;

b. bahwa berdasarkan ketentuan yang menegaskan
bahwa pergeseran angggaran mendahului penetapan
Perubahan APBK Tahun Anggaran 2022 dapat
dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati
Aceh  Singkil tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2022 yang kemudian ditampung
dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



10.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara  Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6187);



11.

12

13.

14.

LS.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah ~ Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indenesia Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik;




18.

19,

20.

21,

22,

23.

24

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara  Tchun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5539), sebagaimana telah diubah bebarapa kali
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Udndang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahur 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Tahun 2020 Nemor 57);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur ~ Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 926); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi
Jaminan  Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 936);

Keputusan Meonteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentans Hasii Verifikasi dan Validasi lan
Nomenklatur ~ Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan
Nomenklatur ~ Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran
Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2008 tentang tentang  Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran
Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 85);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan



Menetapkan

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana
Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019
Nomor 23);

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/875/2021
tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi
Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Dana Otonomi
Khusus Aceh Tahun Anggaran 2022;

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 5);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2017 Nomor 255);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten  Aceh  Singkil Tahun  2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2019 Nomor 261);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2021 Nomor 286);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2020 Nomor 586);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH  SINGKIL TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
ACEH SINGKIL NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.



Pasal 12

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 semula diubah sebagai
berikut:

1.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut:

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Singkil

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.853.903.282.591,00,- (delapan ratus lima puluh tiga milyar
sembilan ratus tiga juta dua ratus delavan puluh dua ribu lima ratus
Sembilan puluh satu rupiah) bertambah Rp.7.063.233.500,00,- (tujuh
milyar enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus
rupiah) sehingga menjadi Rp.860.966.516.091,00,- (delapan ratus
enam puluh milyar se.uulilan ratus enam puluh enam juta lima ratus
enam belas ribu sembilan puluh satu rupiah rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja operasional,;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat
(5) dan ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a direncanakan sebesar Rp.566.144.083.832,00,- (lima
ratus enam puluh enam milyar seratus empat puluh empat juta
delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)
bertambah sebesar Rp.12.603.369.278,00,- (dua belas milyar
enam ratus tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua
ratus  tujuh  puluh delapan rupiah) sehingga menjadi
Rp.578.747.453.110,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan milyar
tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga
ribu seratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
¢. Belanja bunga;



(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f.  Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.293.013.762.219,00,- (dua ratus
sembilan puluh tiga milyar tiga belas juta tujuh ratus enam puluh
dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar
Rp.677.146.590,00,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus
empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
sehingga menjadi sebesar Rp.292.336.615.629,00,- (dua ratus
sembilan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam
ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.196.716.650.253,00,- (seratus
sembilan puluh enam milyar tujuh ratus enam belas juta enam
ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)
bertambah sebesar Rp.8.676.518.862,00,- (delapan milyar
enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu
delapan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp.205.393.1A9.115,00.- (dua ratus lima milyar tiga ratus
sembilan puluh tiga juia seratus enam pulu™ Sembilan ribu
seratus lima belas rupiah);

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 0,00,- (no! rupiah),

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah);
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.58.254.493.374,00,- (lima puluh
delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus
sembilan pulvh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
bertambah sebesar Rp.4.879.697.000,00,- (empat milyar delapan
ratus tujuh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu
rupiah) sehingga menjadi Rp,63.134.190.374,00,- (enam puluh
tiga milyar seratus tiga puluh empat milyar seratus sembilan
puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah); dan

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp.16.159.177.986,00,- (enam belas
milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh
tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang
sebesar Rp.275.699.994,00,- (dua ratus tujuh puluh lima juta
enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus
sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi
Rp.15.883.477.992,00,- (lima belas milyar delapan ratus delapan
puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus
sembilan puluh dua rupiah).



3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat

(3)

ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.293.013.762.219,00,-

(dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga belas juta tujuh ratus

enam puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) berkurang

sebesar Rp.677.146.590,00,- (enam ratus

tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus

sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar

Rp.292.336.615.629,00,- (dua ratus sembilan puluh dua milyar

tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima belas ribu enam

ratus dua puluh sembilan rupiah), vang terdiri atas:

a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;

b. Tambahan penghasilan ASN;

c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif

lainnya AsSN;

Belanja gaji dan tunjangan DPRK;

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta
KDH/WKDH;

g. Belanja pegawai BOS.

o a

Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.218.271.089.133,00,- (dua ratus
delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan
puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang
sebesar Rp.233.480.590,00,- (dua ratus tiga puluh tiga
juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh
rupiah) sehingga menjadi Rp.218.037.608.534,00,- (dua ratus
delapan belas milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan
ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.342.930.086,00,- (dua
puluh lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus
tiga puluh ribu delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar
Rp.8.281.600.000,00,- (delapan milyar dua ratus delapan puluh
satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp.17.061.330.086,00,- (tujuh belas milyar enam puluh satu juta
tiga ratus tiga puluh ribu delapan puluh enam rupiah);



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif
lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.33.143.655.500,00,- (tiga puluh tiga milyar seratus
empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus
rupiah) bertambah Rp.7.837.934.000,00,- (tujuh milyar delapan
ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.40.981.589.500,00,- (empat
puluh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus
delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp9.034.855.500,00,- (sembilan
milyar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu
lima ratus rupiah);

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp353.650.000,00,- (tiga
ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp520.006.000,00,- (liiua ratus dua puluh juta rupiah);

Belania pegawai BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g
direncanal-an s.besar Rp6.347.582.007,00,- (enam milyar tiga
ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu
rupiah);

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat

(3),

ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat

(11), ayat (12}, dan ayat (13) berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 15

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.218.271.089.133.00,- (dua, ratus delapan belas milyar dua
ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu seratus
tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.233.480.590,00,-
(dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu
lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi
Rp.218.037.608.534,00,- (dua ratus delapan belas milyar tiga
puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh
empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja gaji pokok ASN;

b. Belanja tunjangan keluarga ASN;

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

d. Belanja tunjangan fungsional ASN;

e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belanja tunjangan bersa ASN;

Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
Belanja pembulatan gaji ASN;

Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
Belanja iuran jaminan kematian ASN;
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Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat
ASN;

Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.160.380.240.488,00,- (seratus enam
puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh
ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah
sebesar Rp.55.688.564,00,- (lima puluh lima juta enam ratus
delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)
sehingga menjadi Rp.160.435.929.052,00,- (seratus enam puluh
milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh
sembilan ribu lima puluh dua rupiah);

Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b direncanaxan sebesar Rp15.691.716.211,00,- (lima belas
milvar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam
belas ribu dua ratus sebelas -~upiah) bertambah sebesar
Rp364.650.301,00,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam
ratus lima puluh ribu tiga ratus satu rupiah) sehingga sebesar
Rp16.056.366.512,00,- (enam belas milyar lima puluh enam juta
tiga ratus enam puluh enani ribu lima ratus dua belas rupiah);
Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp7.105.319.500,00,- (rujuh milyar
seratus lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)
berkurang sebesar Rp45.077.606,00,- (empat puluh lima juta
tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) sehingga
menjadi Rp7.060.241.894,00,- (tujuh milyar enam
puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus
sembilan puluh empat rupiah);,

Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp8.873.699.904,00,- (delapan
milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan
puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) berkurang
sebesar Rp.45.122.567,00,- (empat puluh lima juta seratus dua
puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga
sebesar Rp.8.828.097.337,00,- (delapan milyar delapan ratus dua
puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga
puluh tujuh rupiah);

Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.922.681.133,00,- (dua
milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan



(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar
Rp76.996.397,00,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus
sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh
rupiah) sehingga sebesar Rp2.999.677.530,00,- (dua milyar
sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh
puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rpl10.233.531.249,00.- (sepuluh
milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu
ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar
Rp60.362.646,00,- (enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua
ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga sebesar
Rp10.293.893.895,00,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh
tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus
sembilan puluh lima rupiah);

Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp911.905.552,00,- (sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus
liina ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar
Rp32.802.077.00.- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu
trjuh paluh tujuh rupiah) seb’ngga sebesar Rp879.103.475,00,-
(delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga ribu empat
ratus tujuh puluh lima rupiah);

Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp3.363.169,00,- (tiga juta tiga
ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah )
bertambah sebesar Rp481.053,00,- (empat ratus delapan puluh
satu ribu lima puluh tiga rupiah) sehingga sebesar
Rp3.844.222,00,- (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu
dua ratus dua puluh dua rupiah);

Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.114.002.641,00,-
(Sembilan milyar seratus empat belas juta dua ribu enam ratus
empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp189.243.548,00,-
(seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tiga
ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi
Rp9.303.246.189,00,- (sembilan milyar tiga ratus tiga juta dua
ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh Sembilan

rupiah);
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp1.007.886.838,00,- (satu milyar tujuh juta delapan ratus
delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan
rupiah) berkurang sebesar Rp.494.709.274,00,- (empat ratus
sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus



tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.513.177.564,00,-
(lima ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima
ratus enam puluh empat rupiah);

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf k direncanakan sebesar Rp.982.254.489,00,- (sembilan
ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu
empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar
Rp.256.634.772,00,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus
tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)
sehingga menjadi Rp.1.211.721.519,00,- (satu milyar dua ratus
sebelas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan
belas rupiah);

(13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar
Rp1.044.487.959,00,- (satu milyar empat ratus empat puluh
empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus
lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar
Rp.619.826.779,00,- (enam ratus sembilan belas juta delapan
ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan)
sehingga menjadi Rp.424.661.180,00,- (empat ratus dua puluh
empat juta enam ratus e am puluh satu ribu seratus delapan
puluh rupiah);

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4)) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran tambahan penghasiian ASN sebagaimana dimaksud 14
ayat (3) direncanakan sebesar Rp25.342.930.086,00,- (dua puluh
lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga
puluh ribu delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar
Rp.8.281.600.000,00,- (delapan milyar dua ratus delapan puluh
satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp.17.061.330.086,00,- (tujuh belas milyar enam puluh satu juta
tiga ratus tiga puluh ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri
atas:

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
dan

c¢. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Tambahan  penghasilan  berdasarkan beban kerja ASN
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.917.370.256,00,- (sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus
tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) bertambah
sebesar Rp.5.056.670.330,00,- (lima milyar lima puluh enam juta



6.

enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
schingga menjadi Rp.5.974.040.586,00,- (lima milyar sembilan
ratus tujuh puluh empat juta empat puluh ribu lima ratus delapan
puluh enma rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.3.456.000.000,00,- (tiga milyar empat ratus lima puluh enam
juta rupiah) berkurang sebesar Rp.3.448.129.000,00,- (tiga milyar
empat ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh
sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.7.871.000,00,- (tujuh
Juta delapan ratis tujuh puluh satu ribu rupiah).

(4) Tambalian  penghasilan  berdasarkan prestasi kerja ASN

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.20.959.559.830,00,- (dua puluh milyar sembilan ratus lima
puluh sembilan lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus
tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.9.890.141.330,00,-
(sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus empat
puluh saru ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi
Rp.11.079.418.500,00,- (sebelas milyar tujuh nuluh sembilan juta
empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 17 diuban, sehingga Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berbunyi sebagai
berikut-

(1)

(2)

Pasal 17

Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.143.655.500,00,- (tiga
puluh tiga milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima
puluh lima ribu lima ratus rupiah) bertambah
Rp.7.837.934.000,00,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh
tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga
menjadi sebesar Rp.40.981.589.500,00,- (empat puluh milyar
sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah:
Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;

Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;

Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;

. Belanja honorarium.

Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

"o Qo o




(3)

(4).

(5)

(6)

(8)

Rp226.162.500,00,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus
enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar
Rp10.140.000,00,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah)
sehingga menjadi sebesar Rp216.022.500,00,- (dua ratus enam
belas juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp727.775.000,00,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus
tujuh  puluh  lima ribu rupiah) bertambah  sebesar
Rp.10.140.000,00,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu
rupiah) sehingga menjadi Rp.737.915.000,00,- (tujuh ratus tiga
puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp25.208.363.000,00,- (dua puluh lima milyar dua ratus delapan
Jjuta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp4.948.085.000,00,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh
delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimauia
dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp1.986.000.000,00,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh
enam ribu rupiah);

Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.5.670.000,00,- (lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah)
bertambah Rp.7.843.604.000,00,- (tujuh milyar delapan ratus
empat puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah rupiah)
sehingga menjadi Rp.7.843.604.000,00,- (tujuh milyar delapan
ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat ribu rapiah);
Belanja honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp41.600.000,00,- (empat puluh satu juta
enam ratus ribu rupiah);

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat

(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22
(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp196.716.650.253,00,- (seratus sembilan puluh enam milyar
tujuh ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus




(3)

(5)

lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp8.676.518.862,00,-
(delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus
delapan belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
sehingga menjadi sebesar Rp205.393.169.115,00,- (dua ratus lima
milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh
sembilan ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja barang;

Belanja jasa;

Belanja pemeliharaan;

Belanja perjalanan dinas;

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. Belanja barang dan jasa BOS;

g. Belanja barang dan jasa BLUD

Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp42.474.617.982,00,- (empat puluh dua
milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh
belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah
sebesar Rp6.121.316.715,00,- (enam milyar seratus dua puluh
satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah)
schingga menjadi Rp48.595.934.697,00,- (empat puluh drlapan
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milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga
puluh empat enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp89.415.520.779,00,- (delapan puluh sembilan milyar
empat ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus
tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar
Rp9.152.756.657,00,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua
juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh
tujub rupiah) sehingga menjadi Rp98.568.277.436,00,- (sembilan
puluh delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua
ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam
rupiah);

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp20.561.997.608,00,- (dua puluh milyar
lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh
tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) berkurang sebesar
Rp2.359.141.956,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan
juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh
enam rupiah) sehingga menjadi Rp18.202.855.652,00,- (delapan
belas milyar dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh lima
ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp32.391.245.574,00,- (tiga puluh dua
milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh



lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar
Rp4.200.912.554,00,- (empat milyar dua ratus juta sembilan ratus
dua belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) sehingga
menjadi Rp28.190.333.020,00,- (dua puluh delapan milyar
seratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua
puluh dua puluh rupiah);

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.1.625.986.310,00,- (satu milyar
enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh
enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

(7) Belanja barang dan jasa BOS Rp.10.209.782.000,00,- (sepuluh
milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua
ribu rupiah); dan

(8) Belanja barang dan jasa BLUD Rp.37.500.000,00,- (tiga puluh
tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp
Rp.37.500.000,00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
sehingga menjadi Rp.0,00,- (nol rupiah).

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.474.617.982,00,- (empat

puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus

tujuh  belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)
bertambah sebesar Rp6.121.316.715,00,- (enam milyar seratus dua
puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima belas
rupiah) sehingga menjadi Rp48.595.934.697,00,- (empat puluh
delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus
tiga puluh empat enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang

terdiri atas: ,

a. Belanja barang pakai habis Rp42.457.446.982,00,- (Empat puluh
dua milyar empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat
puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)
bertambah sebesar Rp6.120.956.715,00,- (enam milyar seratus
dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus
lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp48.578.403.697,00,-
(empat puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta
empat ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

b. Belanja barang tak habis pakai Rp17.171.000,00,- (tujuh belas
juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar
Rp360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga




menjadi Rp17.531.000,00.- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh

satu ribu rupiah);

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp42.474.617.982,00,- (empat puluh
dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh
belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah
sebesar Rp9.152.756.657,00,- (sembilan milyar seratus lima puluh
dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh
tujub rupiah) sehingga menjadi Rp98.568.277.436,00,- (sembilan
puluh delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus
tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja jasa kantor Rp75.671.729.779,00,- (Tujuh puluh lima
milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh
sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
bert..nbah sebesar Rp7.096.694.480,00,- (tujuh milyar sembilan
puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat
ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi
Rp&2.768.424.237,00,- (delapan puluh dua milyar tujuh ratus
enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu dua
ratus tiga puluh tujuh rupiahj;

b. Belanja iuran jaminan/asuransi Rp0,00,- (Nol rupiah) bertambah
sebesar Rp677.160.000,00,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta
seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp677.160.000,00,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus
enam puluh ribu rupiah);

c. Belanja sewa tanah Rp64.068.000,00,- {(enam puluh empat juta
enam puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar
Rp6.400.000,00,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga
menjadi Rp57.668.000,00,- (lima puluh tujuh juta enam ratus
enam puluh delapan ribu rupiah);

d. Belanja sewa peralatan dan mesin Rp674.275.750,00,- (enam
ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu
tujuh  ratus lima puluh rupiah) bertambah  sebesar
Rp153.325.000,00,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua
puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp827.600.750,00,-
(delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah);




10.

e. Belanja sewa gedung dan bangunan Rp151.600.000,00,- (seratus

lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar
Rp91.000.000,00,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) sehingga
menjadi Rp242.600.000,00,- (dua ratus empat puluh dua juta
enam ratus ribu rupiah);

f. Belanja sewa aset tetap lainnya Rp26.535.700,00,- (dua puluh

enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
bertambah sebesar Rp14.600.000,00,- (empat belas juta enam
ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp41.135.700,00,- (empat
puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

g. Belanja jasa konsultansi konstruksi Rp7.410.804.972,00,- (tujuh

milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus empat ribu
sembilan  ratus tujuh  puluh dua rupiah) bertambah
Rpl1.124.743.065,00,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta
tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah)
sehingga menjadi Rp8.535.548.037,00,- (delapan milyar lima ratus
tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga
puluh tujuh rupiah);

h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta
pendidikan dan pelatihan Rp5.416.506.600,00,- (lima milyar
empat ratus enam belas juta lima ratus enam ribu enam ratus
rupiah) bertambah sebesar Rp22.396.382,00,- (dua puluh dua
jurta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh
dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.394.110.218,00,- (lima milyar
tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua
ratus delapan belas rupiah).

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.561.997.608,00,-
(dua puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus
sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) berkurang
sebesar Rp4.200.912.554,00,- (empat milyar dua ratus juta sembilan
ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) sehingga
menjadi Rp28.190.333.020,00,- (dua puluh delapan milyar seratus
sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh dua
puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pemeliharaan tanah Rpl107.741.708,00,- (seratus tujuh
juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan
rupiah)



b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp5.712.270.571,00,-
(lima milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu
lima ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar
Rp427.510.986,00,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus
sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)
sehingga menjadi Rp6.139.581.557,00,- (enam milyar seratus tiga
puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima
ratus lima puluh tujuh rupiah);

c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Rp9.007.864.894,00,- (sembilan milyar tujuh juta delapan ratus
enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat
rupiah) berkurang sebesar Rp2.815.964.632,00,- (dua milyar
delapan ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh empat
ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi
Rp6.191.900.262,00,- (enam milyar seratus sembilan puluh satu
juta sembilan ratus ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

d. Belnaja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi
Rp5.734.120.435,00,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat
juta seratus dua pvluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
bertambah sebesar Rp29.511.690,00,- (dua puluh Sembilan juta
lima ratus sebeias ribu enam ratus sembilzn ratus sembilan puluh
rupiah) sehingga menjadi Rp5.763.632.125,00,- (lima milyar tujuh
ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu
seratus dua puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp32.391.245.574,00,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan
puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh
puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp4.200.912.554,00,- (empat
milyar dua ratus juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima
puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp28.190.333.020,00,- (dua
puluh delapan milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga
puluh tiga ribu dua puluh dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp32.390.189.574,00,-
(tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus
delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat
rupiah) berkurang sebesar Rp4.200.912.554,00,- (empat milyar
dua ratus juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima
puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp28.189.277.020,00,-



12.

13.

14.

15,

(dua puluh delapan milyar seratus delapan puluh sembilan juta
dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);

b. Belanja perjalanan dinas luar negeri Rp1.056.000,00,- (satu juta
lima puluh enam ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl.625.986.310,00,- (satu
milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh
enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

Anggaran Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.209.782.000,00,-
(sepuluh milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh
dua ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29

Anggaran Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00,- (Nol
rupiah) bertambah sebesar Rp37.500.000,00,- (tiga puluh tujuh juta
lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp37.500.000,00,- (tiga
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.58.254.493.374,00,-
(lima puluh delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta
empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh



(2)

(3)

(5)

empat rupiah) bertambah sebesar Rp.4.879.697.000,00,- (empat
milyar delapan ratus tujuh sembilan juta enam ratus sembilan
puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp.63.134.190.374,00,- (enam puluh tiga milyar seratus tiga
puluh empat milyar seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh
puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
b. Belanja hibah kepada BUMD;
c. Belanja  hibah  kepada badan, lembaga, organisasi
kKemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00,-
(nol rupiah).
Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.735.414.000,00,- (tiga
milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat belas
ribu rupiah).
Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.265.079.374,00,-
(lima puluh empat milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh
puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
bertambah sebesar Rp4.879.697.000,00,- (Empat milyar delapan
ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh
ribu rupiah) sehingga menjadi Rp59.144.766.374,00,- (Lima
puluh sembilan milyar seratus empat puluh empat juta tujuh
ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat
rupiah).
Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp254.000.000,00,- (dua ratus lima puluh
empat juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 31

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.16.159.177.986,00,- (enam belas milyar seratus lima puluh
sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus




(2)

(3)

(5)

e

Rp.275.699.994,00,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
empat rupiah) sehingga menjadi Rp.15.883.477.992,00,- (lima
belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus
tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua

delapan puluh enam rupiah)

rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu;

b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;

c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan

d. Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non pemerintah
(Bidang Pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya)

Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp8.824.292.986,00,- (Delapan milyar delapan ratus dua puluh

empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus

delapan puluh enam rupiah).

Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp554.948.000,00,-

(Lima :atus lima puluh empat juta sembilan ratus cinpat puluh

delapan ribu rupiah).

Belanja  bantuan  sosiai  kepada  kelompok .nasyarakat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c¢ direncanakan

sebesar Rp5.873.137.000,00,- (Lima milyar delapan ratus tujuh

puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berlurang

sebesar Rp275.699.994,00,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta

enam ratus sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu

sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi

Rp5.597.437.006,00,- (Lima milyar lima ratus sembilan puluh

tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam rupiah).

Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non pemerintah (Bidang

Pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp906.800.000,00,- (Sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu

rupiah).

17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat

(3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat huruf b direncanakan sebasar sebesar
Rp139.993.074.397,00,- (seratus tiga puluh sembilan milyar
sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu




(6)

tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar
Rp3.277.125.778,00,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh
juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan
rupiah) sehingga menjadi Rp136.715.948.619,00,- (seratus tiga
puluh enam milyar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus
empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah),

vang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. Belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp380.000.000,00,- (tiga ratus delapan
puluh juta rupiah);

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.264.857.359,00,-
(dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta
dclapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga rawas lima puluh
sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.244.617.222,00,- (tiga
milyar dua ratus empat puluh empat juta enam racus tujuh belas
ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi
Rp27.509.474.581,00,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus
sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus
delapan puluh satu rupiah);

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf C direncanakan sebesar
Rp52.800.332.122,00,- (lima puluh dua milyar delapan ratus juta
tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah)
berkurang sebesar Rp6.531.743.000,00,- (enam milyar lima ratus
tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
sehingga menjadi Rp46.268.589.122,00,- (empat puluh enam
milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan
puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah);

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp62.043.384.916,00,- (enam puluh dua milyar empat puluh tiga
juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam
belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta
rupiah) sehingga menjadi Rp62.053.384.916,00,- (enam puluh dua
milyar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu
sembilan ratus enam belas rupiah);

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp504.500.000,00,- (lima
ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
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Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33

Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.000.000,00,- (tiga
ratus delapan puluh juta rupiah) diperuntukan Belanja modal tanah.

Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp24.264.857.359,00,- (Dua puluh empat milyar dua ratus enam
puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuli ribu tiga ratus lima
puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.244.617.222.00.-
(tiga milyar dua ratus c.upat puluh empat juta encam ratus tujuh belas
ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi
Rp27.509.474.581,00,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus sembilan

juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh

satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar
Rp616.999.000,00,- (Enam ratus enam belas juta sembilan ratus
sembilan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar
Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga
menjadi Rp618.499.000,00,- (enam ratus delapan belas juta
empat ratus sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

b. Belanja modal angkutan direncanakan sebesar
Rp5.421.410.000,00,- (Lima milyar empat ratus dua puluh satu
juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar
Rp240.000.000,00,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) sehingga
menjadi Rp5.181.410.000,00,- (Lima milyar seratus delapan puluh
satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar
Rp41.562.000,00,- (Empat puluh satu juta lima ratus enam puluh
dua ribu rupiah);

d. Belanja modal alat pertanian  direncanakan sebesar
Rp785.600,00,- (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus
rupiah;

e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
Rp1.733.920.018,00,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta




sembilan ratus dua puluh ribu delapan belas rupiah) bertambah
sebesar Rp399.997.949,00,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan
juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus
empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi
Rp2.133.917.967,00,- (dua milyar seratus tiga puluh tiga juta
sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh
rupiah);

Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar
Rp154.447.150,00,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus
empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah
sebesar Rp9.400.000,00,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
sehingga menjadi Rp163.847.150,00,- (Seratus enam puluh tiga
Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh
rupiah);

Belanja modal alat kedokteraan dan kesehatan direncanakan
sebesar Rp3.427.893.000,00,- (tiga milyar empat ratus dua puluh
tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
berkurang sebesar Rp535.550.000,00,- (lima ratus tiga puluh lima
juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp2.892.343.000,00,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh
dua juta tiga rawus empat puluh tiga ribu supiah);

Belanja modal alat laboratorium Rp2.751.839.012,00,- [dua milyar
tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh
sembilan  ribu dua belas rupiah) bertambah sebesar
Rp1.368.403.273,00,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan
juta empat ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
sehingga menjadi Rp4.120.242.285,00,- (empat milyar seratus dua
puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan
puluh lima rupiah);

Belanja modal komputer Rp3.045.325.579,00,- (tiga milyar empat
puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh
puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.240.866.000,00,-
(dua milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus enam
puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.286.191.579,00,-
(lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan
puiuh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Belanja modal alat produksi, pengelohan dan pemurnian
direncanakan sebesar Rp40.000.000,00,- (empat puluh juta
rupiah);

Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar
Rp64.600.000,00,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu
rupiah);

Belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar
Rp6.966.076.000,00,- (Enam sembilan ratus enam puluh enam
juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
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Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp52.800.332.122,00,- (lima puluh dua milyar delapan ratus juta tiga
ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) berkurang
sebesar Rp6.531.743.000,00,- (enam milyar lima ratus tiga puluh
satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp46.268.589.122,00,- (empat puluh enam milyar dua ratus enam
puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus
dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal bangunan Gedung Rp50.800.332.122,00,- (lima
puluh milyar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu
seratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar
Rp6.531.743.000,00,- (enam milyau lima ratus tiga puluh satu
juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp43.757.103.576,00,- (empat pulul: tiga milyar tujuh ratus lima
puluh tujuh juta seratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam
rupiah);

b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar
Rp2.511.485.546,00,- (dua milyar lima ratus sebelas juta empat
ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam
rupiah).

Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d sebesar
Rp62.043.384.916,00,- (enam puluh dua milyar empat puluh tiga juta
tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas
rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)
sehingga menjadi Rp62.053.384.916,00,- (enam puluh dua milyar
lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan
ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal jalan dan jembatan Rp57.929.276.525,00,- (lima
puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua
ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)
bertambah sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)
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24.

sehingga menjadi Rp57.929.276.525,00,- (lima puluh tujuh milyar
sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh
enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar
Rp3.076.176.000,- (tiga milyar tujuh puluh enam juta seratus
tujuh puluh enam ribu rupiah);

c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp877.932.391,00,-
(delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh
dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp160.000.000,00,-
(seratus enam puluh juta rupiah)

. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 37

Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud

dalamm  Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp504.500.000,00,- {lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

yang terdir1 atas:

a. Belanja modal tanaman Rpl197.500.000,00,- (seratus sembilan
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah;

b. Belanja modal aset tidak berwujud Rp307.000.000,00,- (tiga ratus
tujuh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 12
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp4.763.150.000,00,- (empat milyar
tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
berkurang sebesar Rpl1.742.210.000,00,- (satu milyar tujuh ratus
empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga
menjadi Rp3.020.940.000,00,- (tiga milyar dua puluh juta sembilan
ratus empat puluh ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai
berikut:
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Anggaran belanja transfer senbagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d
direncanakan sebesar Rp143.002.974.362,00,- (seratus empat puluh
tiga milyar dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus
enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp520.800.000,00,- (lima
ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp142.482.174.362,00,- (seratus empat puluh dua milyar empat
ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga
ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bahi hasil direncanakan sebesar Rp3.748.638.960,00,-
(tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga
puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)
bertambah sebesar Rp426,00,- (empat rartus dua puluh enam
rupiah) sehingga menjadi Rp3.748.638.386,00,- (tiga milyar tujuh
ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan
ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)

Belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar
Rp139.254.335.402,00,- (serawus tiga puluh sembilan milyar dua
ratus lima pulul empat juta tiga ratus tiga pulubh lima ribu empat
ratus dua rupiah) berkurang sevesar Rp520.800.426,00 - (lima ratus
dua puluh juta delapan ratus ribu empat ratus dua puluh enam
rupiah) sehingga menjadi Rpl138.733.534.976,00,- (seratus tigha
puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga
puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

Anggarén pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebasar Rp6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah) bertambah
sebesar Rp6.883.703.500,00,- (enam milyar delapan ratus delapan
puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga
menjadi Rp12.883.703.500,00,- (dua belas milyar delapan ratus
delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), yang
terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 41

(1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

(2)

(3)

(4)

Pasal 40 ayat (1) huruf a  direncanakan  sebesar
Rp6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah) bertambah sebesar
Rp6.883.703.500,00,- (enam milyar delapan ratus delapan puluh
tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi
Rp12.883.703.500,00,- (dua belas milyar delapan ratus delapan
puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), vang
terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui a direncanakan
sebesar Rp6.000.000.000,00.- (enam milyar rupiah) bertambah
sebesar Rp6.883.703.500,00,- (enam milyar delapan ratus
delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
sehingga menjadi Rp12.883.703.500,00,- (dua belas milyar
delapan ratus delapan pulul tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima
ratus rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar RpQ,00,- (Nol rupiah).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar Rp0,00,-
(Nol rupiah).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,- (Nol rupiah).
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00,-
(Nol rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00,- (Nol rupiah).
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Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 42

Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf



(3)

(4)

a direncanakan Rp6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah)
bertambah sebesar Rp6.883.703.500,00,- (enam milyar delapan
ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus
rupiah) sehingga menjadi Rp12.883.703.500,00,- (dua belas
milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu
lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN;

b. Penghematan belanja barang dan jasa - barang; dan

c. Penghematan belanja barang dan jasa - jasa.

Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan  ASN
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan
Rp6.000.000.000,00,- (Enam milyar rupiah).

Penghematan belanja barang dan jasa — barang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan Rp0,00,- (Nol
rupiah).

Penghematan belanja barang dan jasa - jasa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan Rp0,00,- (nol
rupiah) bertambah sebesar Rp12.883.703.500,C0,- (dua belas
milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu
lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp12.883.703.500,00,- (dua
belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus
tiga ribu lima ratus rupiah).

28. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 43

Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) huruf b  direncanakan sebesar
Rp1.226.000.000,00,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam
juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah; ’

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Pemberian pinjaman daerah;

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00, - (Nol rupiah).
Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp1.226.000.000,00,- (Satu milyar
dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

® oo
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(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-
(Nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,- (Nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00,- (Nol rupiah).

. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 44

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibiatkan terjadinya Surplus/(Defisit)
direncanakan Rp4.774.000.000,00,- (empat milyar tujuh ratus
tuyjuh  puluh empat juta rupiah) bertambah  sebesar
Rp6.883.703.500,00, - (enam milyar delapan ratus dclapan puluh
tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi
Rp11.657.703.500,00,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh
tujuh juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penrimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pemtiayaan direncanakan sebesar Rp0,00,-
(Nol rupiah).

Diantara Pasal 45 disisip 3 (tiga) Pasal, yakni Ketentuan Pasal 45A,
Pasal 45B, dan Pasal 45C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan
sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Kesenhatan, Rumah
Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas
Pertanahan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan, Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kecamatan Singkil Utara,
Kecamatan Singkohor, Kecamatan Kuta Baharu, Sekretariat Baitul
Mal Kabupaten Aceh.

Pasal 45B
Rincian Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2022

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Diundangkan di Singkil

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Aceh Singkil dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil

ada tanggal 19 JUL™ 2022 M

20 Dauthin)ak 1449 e
SINGKIL, L

pada tanggal '9 U4 2022 M
20 JQuli)%a (443 +
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN







